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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel
independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan
kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di
BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan
sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup.
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product
moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good
governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai
variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara
penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN
(Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis
korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi
sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thirung lebih besar daripada trabel
atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi
Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > tipel yaitu 1,984.

Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik

Abstract

This research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is
the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of
the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN
(National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research
samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis
technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple
linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an
independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results
of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good
governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency)
Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson
correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation
value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of
determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the
principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are
also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcoun: is 4.910
greater than tiapie is 1.984.
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PENDAHULUAN

Di era reformasi sekarang ini untuk
mewujudkan suatu pemerintahan yang
baik merupakan suatu hal yang tidak dapat
dihindari lagi keberadaanya dan mutlak
harus terpenuhi. Masyarakat Indonesia
sangat berharap pada kinerja pemerintah
yang baik dan dapat dipercaya sebagai
penyelenggara  urusan pemerintahan.
Suatu pemerintah yang baik (good
government) ialah pemerintahan yang
melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) yaitu
pemerintah yang dekat dengan masyarakat
dan memberikan pelayanan publik yang
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Kecendrungan rendahnya
kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah di Indonesia, terjadi hampir di
semua pemerintahan baik ditingkat pusat
maupun daerah, pemerintah kota maupun
kabupaten, kecamatan dan
kelurahan/desa.

Buruknya suatu pelayanan tentu
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
sehingga dapat menimbulkan rasa
ketidakpuasan dan  ketidakpercayaan
masyarakat terhadap kinerja pemerintah
dalam memberikan pelayanan publik, yang
pada  akhirnya  menimbulkan rasa
ketidakpedulian  masyarakat terhadap
pemerintah. Terciptanya suatu Kkualitas
pelayanan publik yang baik sangat
dipengaruhi oleh kinerja dari aparat
penyelenggara pelayanan publik sebagai
pemberi pelayanan sehingga dapat
menciptakan kepuasan bagi masyarakat
sebagai penerima pelayanan.
Terselenggaranya pelayanan publik yang
baik akan memberikan indikasi mengenai
baiknya kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik serta dapat berpengaruh
untuk menurunkan dan mempersempit
terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) serta menghilangkan diskriminasi
dalam pemberian pelayanan publik kepada
masyarakat dan sebagai salah satu wujud

dari pengaruh penerapan prinsip-prinsip
good governance.

Fenomena pelayanan publik pada
penyelenggaraan pelayanan tidak jauh
kaitannya pada permasalahan dari
pelayanan yang kurang ramah, kaku, tidak
tepat waktu, tidak transparan, biaya yang
relatif mahal, diskriminatif, prosedur
pelayanan publik yang lama dan berbelit-
belit serta tidak adanya kepastian jangka
waktu dan harga sehingga menyebabkan
pemberian pelayanan publik menjadi
terhambat dan sulit dijangkau dengan
wajar  oleh  masyarakat. Hal ini
mengakibatkan masyarakat merasa tidak
puas akan pelayanan yang diterima dan
masyarakat menjadi tidak percaya kepada
penyelenggara pelayanan publik, sehingga
masyarakat cenderung memilih jalan
pintas yang menjurus ke arah negatif untuk
mendapatkan pelayanan melalui berbagai
tindakan tertentu. Pada pelaksanaan
pemberian  pelayanan publik  untuk
menghasilkan pemerintahan yang baik
(good government) harus pula diiringi
dengan penerapan prinsip good governance
(tata kelola pemerintahan yang baik).

Good governance merupakan suatu
proses penyelenggaraan pemerintahan
dalam menyediakan barang, jasa dan
publik. Good governance dapat tercapai
apabila pemerintah mampu bersikap
terbuka dan adil terhadap kepentingan
warga masyarakat dalam memberikan
pelayanan publik. Sementara itu, menurut
Kumorotomo dalam Juwanndi (2016:154)
(Nurgiansah, 2021) menyatakan bahwa
kelambanan pelayanan tidak hanya
disebabkan oleh kurang baiknya cara
pelayanan di tingkat bawah tetapi masih
banyaknya faktor yang mempengaruhi
begitu buruknya tata kerja pelayanan
dalam birokrasi. Oleh karena itu, good
governance  sangat  penting  untuk
diterapkan dalam pelaksanaan
penyelanggaraan pelayanan publik.
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Good governance sebagai salah satu
upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi masalah tersebut serta untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat dapat dilakukan
dengan menerapkan prinsip-prinsip good
governance. United Nations Development
Program (UNDP), mendefinisikan bahwa :
“Governance is a manifestation of the
implementation of citizenship or power in
the economic, political and administrative
fields to regulate various State affairs at all
levels and is an instrument of State policy to
encourage the creation of conditions of
welfare, integrity and social chiesiveness in
society”. (“Kepemerintahan merupakan
suatu perwujudan pelaksanaan
kewarganegaraan atau kekuasaan pada
bidang ekonomi, politik, dan administrasi
untuk mengatur berbagai urusan Negara
pada semua tingkatan serta merupakan
instrumen  kebijakan = Negara untuk
mendorong terciptanya kondisi
kesejahteraan integritas, dan kohesivitas
sosial dalam masyarakat”) Sedarmayanti,
(2012:3). Sementara  Bank  Dunia
mendefinisikan good governance sebagai:
“The exercise of political powers to regulate
the affairs of a State” (pelaksanaan
kekuasaan politik untuk mengatur urusan
suatu Negara) Sedarmayanti, (2012:37)
(Nurgiansah, 2020).

Terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik pada dasarnya
merupakan prasyarat  bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita
setiap Negara, terutama bangsa Indonesia.
Tujuan utama good governance adalah
tercapainya kondisi pemerintahan yang
baik serta dapat menjamin kepentingan
pelayanan publik yang adil dan merata
pada seluruh warga masyarakat. Pelayanan
publik merupakan bagian hal yang sangat
penting dalam  pencapaian  tujuan
pemerintahan. Pelayanan publik menjadi
hal dasar pemerintah dalam menggerakan
sistem pemerintahan yang mengutamakan

kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Dalam menerapkan good governance di
Indonesia melalui penyelenggaraan
pelayanan publik merupakan salah satu
pilihan yang tepat karena pelayanan publik
sebagai penggerak utama dianggap sangat
penting oleh semua aktor dari unsur good
governance, yaitu pemerintah, masyarakat
dan sektor swasta yang sama-sama
memiliki kepentingan terhadap kinerja
pelayanan publik.

Pada prinsipnya penyelenggaraan
pelayanan publik merupakan implementasi
pelayanan yang telah dirancang sebelumya
dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip
kesederhanaan/kejelasan dan kepastian,
keamanan, Kketerbukaan, efektif -efisien,
adil dan tepat waktu. Prinsip tersebut
sangat perlu diterapkan sehingga sangat
diperlukannya jaminan mutu, standar,
indikator kinerja dan sistem monitoring
serta evaluasi dengan berdasarkan standar
dan kebutuhan pelayanan.

Dengan demikian, diadakannya
penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengaruh penerapan prinsip
good governance terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik di BPN (Badan
Pertanahan Nasional) Kabupaten
Pandeglang. Berdasarkan masalah yang
telah di paparkan peneliti pada latar
belakang diatas. Maka peneliti
merumuskan masalah dalam penerlitiaan
ini mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip
Good Governance (Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik) Terhadap
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di
BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Kabupaten Pandeglang”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono
(2017: 2). Metode penelitian kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat
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positivisme, yang digunakan untuk
meneiliti pada populasi atau sampel
tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random,
pengumpulan data menggunakan
instrument penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah di tetapkan.
Sugiyono (2013: 13).

Metode yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  pendekatan
kuantitatif dengan jenis Kkorelasional,
dimana  penelitian ini  merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara
dua atau beberapa variabel.

Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80)
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa populasi merupakan
semua wilayah yang memiliki karakteristik
dan menempati suatu wilayah tertentu
yang ditetapkan menjadi subjek suatu
penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan
pengambilan data dari masyarakat
Kabupaten Pandeglang. Data yang didapat
dari populasi tersebut kemudian diambil
untuk dijadikan sampel yang dapat
mewakili seluruh populasi. Maka sampel
yang diambil harus bersifat representative,
artinya dapat mewakili populasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut
maka pada penelitian ini populasi yang
diambil adalah masyarakat Kabupaten
Pandeglang dengan jumlah masyarakat
sebanyak 1.211.909 orang yang dijadikan
sebagai populasi.

Sampel
Menurut Sugiyono (2017: 81)
Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Sedangkan menurut Sudaryono
(2017:167) Sampel merupakan suatu
bagian dari populasi. Dalam menentukan
sampel, peneliti mengunakan tingkat atau
taraf kesalahan yang dikembangkan dari
Isac dan Michael, untuk tingkat kesalahan
1%, 5%, dan 10% (Sugiyono, 2017:86).
Dikarenakan jumlah populasi pada
penelitian ini cukup banyak yaitu sebanyak
1.211.909 masyarakat, sehingga peneliti
menggunakan taraf kesalahan 10% untuk
menentukan  jumlah  sampel pada
penelitian. Maka peneliti menggunakan
rumus  Slovin dengan  perhitungan
pengambilan sampel sebagai berikut:

N
"1+ NGe)?

Berdasarkan rumus Slovin diatas,
dari jumlah populasi masyarakat
Kabupaten Pandeglang diperoleh jumlah
sampel sebanyak 100
responden/masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang
akurat, maka dalam pengumpulan data
menggunakan teknik kuesioner/angket.
Adapun yang dimaksud kuesioner/angket
adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Teknik  kuesioner/angket
merupakan pengumpulan data yang efisien
bila peneliti tahu dengan pasti variabel
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa
diharapkan dari responden. Selain itu,
kuesioner juga cocok digunakan bila
jumlah responden cukup besar dan
tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner
dapat berupa pertanyaan/pernyataan
tertutup atau terbuka, dapat diberikan
kepada responden secara langsung atau
dikirim melalui pos, atau internet.
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Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan untuk
mengetahui  apakah  sebaran  data
berdistribusi normal atau tidak. Statistik
parametrik mensyaratkan bahwa setiap
variabel yang akan dianalisis harus
berdistribusi normal, maka peneliti
terlebih dahulu melakukan penghitungan
uji normalitas dengan menggunakan uji
Kolmogrov Smirnov. Hal tersebut sesuai
dengan pendapat Ghozali dalam
Dutaningsih (2012) Kolmogrov Smirnov
merupakan uji normalitas yang umum
digunakan karena dinilai lebih sederhana
dan tidak menimbulkan perbedaan
persepsi. Uji Kolmogrov Smirnov dilakukan
dengan tingkat signifikan 0,05 apabila nilai
signifikansi = 0,05 diartikan bahwa data
dinyatkan berdistribusi normal, sebaliknya
jika nilai signifikansinya < 0,05 maka data
dinayatakn berdistribusi tidak normal
(Sudarmanto dalam Gunawan, 2016: 93).
Penggunaan uji  Kolmogrov  Smirnov
dilalukan dengan bantuan menggunakan
program SPSS versi 23.

Uji Linearitas
Uji lineritas digunakan untuk

mengetahui apakah dua  variabel
mempunyai hubungan yang linier atau
tidak secara signifikan, untuk
penghitungan wuji  linieritas  peneliti

menggunakan alat bantu SPSS versi 23,
dengan rumus sebagai berikut :

ro- R*(N—-m—1)

"9 m(1-—R?)

Uji Hipotesis

Hipotesis dari setiap penelitian
perlu diuji. Tujuan dari pengujian tersebut
adalah untuk membuktikan kebenaran dari
hipotesis  yang  telah dirumuskan
sebelumnya. Pada penelitian ini uji
hipotesis dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Analisis Korelasi Product Moment

Analisis korelasi product moment
digunakan untuk mengukur kuat lemahnya
hubungan antara variabel penerapan
prinsip good governance sebagai variabel
independen (X) dengan variabel
peningkatan kualitas pelayanan publik
sebagai variabel dependen (Y).

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah
suatu analisis statistik yang menjelaskan
akibat atau seberapa besarnya akibat yang
ditimbulkan satu atau lebih variabel bebas
terhadap variabel terikat. Dalam penelitian
ini peneliti melakukan uji regresi dengan
menggunakan alat bantu SPSS versi 23
yang bertujuan untuk mengetahui eratnya
hubungan antara variabel penerapan
prinsip good governance sebagai variabel
independen (X) dan variabel peningkatan
kualitas pelayanan publik sebagai variabel
dependen (Y).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Teori Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan,
tindakan, aktivitas, kegiatan atau adanya
mekanisme atau sistem dalam menerapkan
atau memprkatekkan suatu metode, teori
dan hal lain dalam mencapai tujuan
tertentu yang diinginkan oleh sekelompok
atau golongan tertentu atau untuk
kepentingan bersama, yang telah di
rencanakan dan di susun sebelumnya
dengan melaksanakan sesuai unsur-unsur
yang ada.

Teori Good Governance

Teori ini merupakan hal yang
penting dalam mewujudkan  suatu
pemerintahan yang baik (good
government). Good governance
merupakan kaidah dasar yang menjadi
tujuan utama dalam pencapaian
penyelenggaraan pemerintahan dan
sebagai wujud dari penerimaan akan
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pentingnya suatu perangkat peraturan atau
tata kelola yang baik untuk mengatur
hubungan, fungsi serta kepentingan
berbagai pihak dalam wurusan bisnis
maupun pelayanan publik (Mardiasmo
dalam Sunardi dkk (2019: 158). Sedangkan
menurut Sedarmayanti dalam Simon
(2017: 7) menyatakan bahwa good
governance merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
dalam melaksanakan pemberian pelayanan
publik goods and service.

Lembaga  Administrasi  Negara
dalam Arly Agung (2:2017) memberikan
pengertian bahwa Good governance adalah
penyelenggaraan pemerintahan Negara
yang solid dan bertanggung jawab, serta
efisien dan efektif dengan menjaga
kesinergisan interaksi yang konstruktif
anatara domain-domain Negara, sektor
swasta, dan masyarakat dari segi
fungsional, aspek good governance dapat
ditinjau dari apakah pemerintah sudah
melaksanakan fungsinya secara efektif dan
efisien dalam upaya mencapai tujuan, atau
justru sebaliknya dimana pemrintah tidak
berfungs secara efektif dan efisien.

Good governance diartikan sebagai
kualitas hibungan anatara pemerintah
dengan masyarakat yang dilayani dan
dilindunginya. Oleh karena itu pada sector
publik governance diartikan sebagai suatu
proses tata kelola pemerintahan yang baik
dengan melibatkan pengambil kebijakan,
terhadap berbagai kegiatan perekonomian,
sosial, politik dan pemanfaatan beragam
sumber daya alam, keuangan dan manusia
bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan
dengan menganut asas keadilan,
pemerataan, persamaan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas. World
Conference on Governance, UNDP, 1999
dalam Darmenerus (1:2016).

Menurut UNDP (Rosidin dalam
Safrijal 2016: 180) mengemukakan bahwa
participarion, keterlibatan masyarakat
dalam pembuatan keputusan baik secara

langsung maupun tidak langsung dapat

menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi

tersebut dibangun atas dasar kebebasan
berasosiasi serta berpartisipasi secara
konstruktif anatara lain :

1. Partisipasi  (Participation)  Sebagai
pemilik kedaulatan setiap warga
Negara mempunyai hak dan kewajiban
untuk mengambil bagian dalam proses
bernegara, berpemerintah, serta
bermasyarakat.

2. Penegakan Hukum (Rule of law) Good
governance dilaksanakan dalam rangka
demokratisasi kehidupan berbangsa
dan bernegara. Salah satu syarat
kehidupan demokrasi adalah adanya
penegakan hukum yang adil dan tidak
pandang bulu.

3. Transparansi (Transparency) Salah
satu karakteristik good governance
adalah keterbukaan. Keterbukaan itu
mencakup semua aspek yang menyakut

kepentingan publik.
4. Daya Tanggap (Responsiveness)
Sebagai  konsekuensi logis  dari

keterbukaan, setiap komponen yang
terlibat dalam proses pembangunan
good governance harus memiliki daya
tanggap terhadpa keinginan atau
keluhan yang diberikan.

5. Berorientasi Konsensus (Consesnsus
Orientation) Dalam good governance
pengambilan keputusan ataupun
pemecahan masalah bersama lebih
diutamakan berdasarkan consesnsus,
yang dilanjutkan dengan kesediaan
untuk konsisten melaksanakan
konsesnsus yang telah diputuskan
bersama.

6. Keadilan (Equity) Melalui good
governance setiap warga Negara
memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan.

7. Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and
Effectiveness) Agar mampu bersaing
secara sehat ketiga domain dan
governance harus  mengutamakan
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efektivitas dan efisien dalam setiap
kegiatan.

8. Akuntabilitas (Accountability) Setiap
aktivitas yang berkaitan dengan
kepentingan publik perlu
dipertanggungjawabkan kepada publik.

9. Visi Strategis (Staregic Vision) Setiap
domain dalam good governance harus
memiliki visi yang strategis, tanpa visi
semacam itu, suatu bangsa dan Negara
akan mengalam ketinggalan.

Teori Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Goest dan Darviz (dalam
Tjiptono, 2004:51) “Kualitas Merupakan
suatu kondisi dinamsi yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan”. Artinya bahwa kualitas selalu
berubah sesuai dengan berubahnya
pandangan dari kepuasan masyarakat.
Kondisi  masyarakat yang  dinamis
menimbulkan akibat pada masyarakat yang
cenderung kritis bahkan mampu
memberikan penilaian terhadap kualitas
pelayanan yang diterimanya. Pendapat ini
dikemukakan oleh Edvarson (dalam
Tjiptono, 2004:52) yaitu “Kualitas lebih
menekankan aspek kepuasan pelanggan
dan pendapatan dimana focus utamanya
adalah customer utility”. Dengan kata lain,
pelayanan ditunjukan untuk memenuhi
harapan/kebutuhan dari  penerimana
layanan.

Adapun definisi pelayanan menurut
Winarsih dan Ratmino (dalam Muakrom
2018:105) adalah pelayanan administrasi
pemerintahan yang digunakan sebagai
konsep pelayanan perizinan dan pelayanan
umum. Pelayana  perizinan adalah
pelayanan yang memenuhi kebutuhan
masyarakat, dan melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undnagan, bentuk
produk pelayanannya adalah perizinan
atau warkat. Adapun pelayanan umum
didefinisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan yang prinsipnya menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
instansi  pemerintah  dalam  upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan adalah proses kegiatan
pemenuhan kebutuhan masyarakat yang
berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak
pemberian, yang dapat berupa jasa dan
layanan. Pelayanan publik merupakan
pemberian pelayanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan kepada
masyarakat secara professional dan
optimal berupa barang, jasa, dan pelayanan
administratif. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan publik
mendefinisikan bahwa pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. bagi setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif. yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. (Hayat, 2017:20).

Kualitas pelayanan publik
berhubungan erat dengan pelayanan yang
sistematis dan komprehensif. Kualitas
pelayanan publik dapat dilaksanakan
apabila aparat pelayanan mengutamakan
kepuasan masyarakat sebagai tujuan
utama dalam pemberian pelayanan.
Sehingga keberhasilan dalam kualitas
pelayanna publik dapat diukur melalui
kepuasan masyarakat sebagai penerima
pelayanan yang menjadi tujuan utma
aparata pelayanan.

Menurut Fitzsimmons (dalam Mukarom

2018:108) mengemukakan 5 (lima)

indikator pelayanan publik, yaitu:

1. Reliability, yang ditandai pemberian
pelayanan yang tepat dan benar

2. Tangibles, yang ditandai dengan
penyediaan yang memadai sumber
daya lainnya

3. Responsiveness, yang ditandai dengan
keinginan melayani konsumen dengan
cepat
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4. Assurance, yang ditandai tingkat
perhatian terhadap etika dan moral
dalam memberikan pelayanan

5. Empati, yang ditandai tingkat kemauan
untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan konsumen

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah
diatas maka hipotesis yang peneliti dapat
ambil untuk menjawab rumusan masalah
adalah sebagai berikut:
Ha : Terdapat Pengaruh yang Signifikan
antara Penerapan Prinsip Good
Governance Terhadap Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di BPN (Badan
Pertanahan Nasional) Kabupaten
Pandeglang.
HO : Tidak Terdapat Pengaruh yang
Signifikan antara Penerapan Prinsip Good
Governance Terhadap Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di BPN (Badan
Pertanahan Nasional) Kabupaten
Pandeglang.

Pembahasan

Dari hasil pengujian uji normalitas
dengan menggunakan teknik kolmogorov
smirnov diperoleh nilai taraf signifikan
0,200 yang mana 0,200 > 0,05. Dengan
demikian hal tersebut membuktikan bahwa
data penelitian yang berupa
kuesioner/angket dari penerpaan prinsip
good governance (X) dan variabel
peningkatan kualitas pelayanan publik (Y)
yang telah dilakukan pengujian normalitas
dikatakan berdistribusi normal.

Selanjutnya peneliti menggunakan
Uji Linearitas yang bertujuan untuk
mengetahui apakah kedua variabel yang
diteliti memiliki hubungan yang linier atau
tidak secara signifikan. Dalam pengujian uji
linieritas yang dilakukan oleh peneliti
dengan menggunakan alat bantu SPSS versi
23 adalah sebesar 0,000. Nilai signifikansi
0,000 < 0,05 dengan itu dapat dinyatakan
bahwa kedua variabel yang diteliti yaitu

variabel independen penerapan prinsip
good governnace (X) dan variabel
dependen peningkatan kualitas pelayanan
publik (Y) terdapat hubungan yang linier
secara signifikan.

Setelah melakukan Uji Normalitas
dan Uji Linieritas kemudian peneliti
melakukan Pengujian Hipotesis yang
dimana terdiri dari dua jenis analisis yaitu
Analisis Korelasi Product Moment dan
Analisis  Linier = Regresi  Sederhana.
Pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti
untuk menguji hipotesis yang diajukan
yaitu “Terdapat Pengaruh yang Signifikan
antara Penerapan Prinsip Good Governance
Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di BPN (Badan Pertanahan
Nasional) Kabupaten Pandeglang.”

Pengujian hipotesis yang dilakukan
dengan menggunakan Analisis Korelasi
Pearson Product Moment yang telah
dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil
sebesar 1,000 yang mana hal tersebut jika
dibandingkan dengan rwper dengan taraf
signifikan 5% dengan jumlah responden N
= 100 yaitu sebesar 0,195. Jadi rhitung > Ttabel,
yakni 1,000 > 0,195 maka dari hasil
pengujian tersebut dapat disimpulkan
bahwa hipotesis nol (Ho) yaitu “Tidak
Terdapat Pengaruh yang Signifikan antara
Penerapan Prinsip Good Governance
Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di BPN (Badan Pertanahan
Nasional) Kabupaten Pandeglang”
dinyatakan ditolak dan hipotesis alternatif
(Ha) yaitu “Terdapat Pengaruh yang
Signifikan antara Penerapan Prinsip Good
Governance Terhadap Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik di BPN (Badan
Pertanahan Nasional) Kabupaten
Pandeglang” dinyatakan diterima.

Pengujian  selanjutnya  peneliti
melakukan  Analisis  Linier = Regresi
Sederhana yang bertujuan untuk mencari
hubungan linier antara variabel
independen yaitu penerapan prinsip good
governance (X) dan variabel dependen
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yaitu peningkatan kualitas pelayanan
publik (Y). pengujian Analisis Linier
Regresi Sederhana yang telah dilakukan
peneliti dengan menggunakan alat bantu
SPSS versi 23, diketahui bahwa nilai R yang
merupakan simbol koefisien dengan nilai
korelasi yang diperoleh sebesar 1,000. Nilai
R atau Koefisien sebesar 0,854 > 0,05 hal
tersebut menyatakan bahwa hubungan
antara  variabel indepeneden  yaitu
penerapan prinsip good governance (X) dan
variabel dependen yaitu peningkatan
kualitas pelayanan publik (Y) berada pada
kategori sangat kuat.

Pada pengujian Analisis Linier
Regresi Sederhana yang telah dilakukan,
peneliti menemukan nilai R square atau
Koefisien determinan (KD) yang
menunjukan seberapa bagus model regresi
atau seberapa besar pengaruh yang
dibentuk antara dua variabel yang diambil
yaitu variabel indepeneden penerapan
prinsip good governance sebagai variabel
bebas (X) dan variabel dependen yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik
sebagai variabel terikat (Y). nilai R Square
yang diperoleh yaitu 0,730 maka nilai
Koefiisen Determinan (KD) yang diperoleh
adalah sebesar 73% sedangkan 27%
merupakan faktor-faktor yang tidak
termasuk dalam penelitian ini. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel penerapan prinsip good
governance (X) memiliki pengaruh sebesar
73% terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik (Y).

Selanjutnya peneliti menggunakan
analisis uji t dalam analisis linier regresi
sederhana dengan menggunakan alat bantu
SPSS versi 23. Pengujian ini dilakukan
dengan tujuan untuk mencari seberapa
besar pengaruh antara kedua variabel yaitu
penerapan prinsip good governance (X) dan
peningkatakan kualitas pelayanan publik
(Y). Dari hasil uji t yang telah dilakukan
oleh peneliti diperoleh nilai thitung > travel
yaitu 4,910 > 1,984 dengan menggunakan

taraf signifikansi 5% yang berarti Ha
diterima yaitu “Terdapat Pengaruh yang
Signifikan antara Penerapan Prinsip Good
Governance Terhadap Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik di BPN (Badan
Pertanahan Nasional) Kabupaten
Pandeglang”.

Setelah peneliti memaparkan hasil
penelitian  terbukti bahwa  variabel
penerapan prinsip good governance (X) dan
variabel peningkatan kualitas pelayanan
publik (Y) memiliki korelasi atau hubungan
yang sangat tinggi yakni 1,000 nilai
tersebut > 0,195 dalam taraf signifikansi
5%. Dimana dalam variabel penerapan
prinsip good governance bahwa penerapan
adalah bermuara pada aktivitas, aksi,
tindakan, atau adanya mekanisme atau
sistem. penerapan bukan hanya sebatas
aktivitas tetapi suatu kegiatan yang
terencana dalam mencapai tujuan dari
suatu kegiatan Usman (dalam Munawarah,
2020: 9).

Kemudian good governance sebagai
suatu tata kelola pemerintahan yang baik
bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-
cita bangsa bernegara sebagaimana yang
dikemukakan oleh Rosidin dalam Saftrijal
(2016: 182) Terselenggaranya good
governance merupakan prasayarat bagi
pemerintah dalam mewujudkan aspirasi
masyarakat untuk mencapai tujuan dan
cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggung jawaban
yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dapat
berdaya guna, berhasil, bersih dan
bertanggung jawab, serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lebih
lanjut hasil penelitian ini mengemukakan
bahwa karakteristik atau prinsip yang
perlu dianut dan dikembangkan dalam
praktik penyelanggaraan kepemerintahan
yang baik yaitu:

1. Partisipasi : Setiap orang atau warga
masyarakat, baik laki-laki maupun
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perempuan memiliki hak suara yang
sama dalam proses pengamblan
keputusan baik secara langsung,
maupun melalui lembaga perwakilan,
sesuai dengan kepentingan dan
aspirasinya maisng-masing.

2. Aturan Hukum kerangka aturan
hukum dan perundang-undangan harus
berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi
secara utuh terutama aturan hukum
tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi Transparansi harus
dibangun dalam rangka kebebasan
aliran informasi.

4. Daya Tanggap : Setiap institusi dan
prosesnya harus diarahkan pada upaya
untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan.

5. Berorientasi Konsensus : Pemerintahan
yang baik akan bertindak sebagai
penengah bagi berbagai kepentingan
yang berbeda untuk mencapai
konsensus atau kesempatan yang
terbaik bagi kepentingan masing pihak,
dan jika dimungkinkan juga dapat
diberlakukan terhadap berbagai
kebijakan dan prosesdur yang akan
diterapkan pemerintah.

6. Berkeadilan : Pemerintah yang baik
akan memberikan kesempatan yang
baik  terhadap laki-laki ~maupun
perempuan dalam upayan mereka
untuk meningkatkan dan memelihara
kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi : Setiap proses
kegiatan dan kelembagaan diarahkan
untuk menghasilkan sesuatu yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan
melalui pemanfaatan yang sebaik-
baiknya berbagai sumber-sumber yang
tersedia.

8. Akuntabilitas Para pengambil
keputusan dalam organisasi sector
publik, swasta, dan masyarakat madani
memiliki pertanggungjawaban kepada
publik, sebagaimana halnya kepada
para pemilik.

9. Visi Strategis : Para pemimpin dan
masyarakat luas memiliki perspektif
yang luas dan jangka panjang tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan pembangunan manusia,

bersamaan  dengan  dirasakannya
kebutuhan untuk pembangunan
tersebut.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan
bahwa penerapan prinsip good governance
dapat dilakukan oleh pemerintah agar
terjadi perubahan pada sistem
pemerintahan dalam melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang baik terutama
pada penyelenggaraan pelayanan publik.
Agar terjadinya perubahan tersebut dalam
melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang baik terutama dalam proses
pelayanan publik maka terdapat prinsip-
prinsip yang perlu diterapkan atau
dilaksanakan, UNDP dalam safrijal (2016:
180) mengungkapkan prinsip yang harus
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tata
kelola pemerintahan yang baik 1)
Partisipasi  (Participation), 2) Aturan
Hukum (Rule of Law), 3) Transparansi
(Transparency), 4) Daya  Tanggap
(Responsiveness), 5) Berorientasi
Konsensus (Consensus Orientasi), 6)
Keadilan (Equity), 7) Efektivitas dan
Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), 8)
Akuntabilitas (Accountability), dan 9) Visi
Strategis (Strategic Vision).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data yang telah peneliti lakukan
mengenai Pengaruh Penerapan Prinsip
Good Governance Terhadap Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. Maka dapat
disimpulkan bahwa hasil penelitian
terdapat pengaruh yang signifikan antara
penerapan prinsip good governance
terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik di BPN (Badan Pertanahan
Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal ini
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ditunjukan dengan nilai Koefisien dengan
menggunakan Analisis Korelasi Pearson
Product Moment, nilai Pearson Correlation
sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi
sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai
Korelasi Product Moment yakni thitung lebih
besar daripada tiwbe atau taraf signifikansi
kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi

bernilai menandakan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara Penerapan
Prinsip Good Governance Terhadap
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan
uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana
yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910
lebih besar > tapel yaitu 1,984.
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